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This article was written based on the author's thoughts to find
out how UNICEF exists in carrying out its duties in realizing that
UNICEF is an organization that takes care of problems in the field
of providing protection to children in the world. In realizing the
welfare of children in the world, UNICEF participated in drafting
the Convention on the Rights of the Child which was carried out
by the United Nations in order to recognize the rights that every
child has. This article uses normative juridical research methods
that are qualitative in nature with data collection techniques,
namely document studies. Through normative juridical research
methods that are qualitative in nature can produce research that
explains the existence of UNICEF in a descriptive. The results of
this study are that UNICEF has played a very important role in
overcoming the problems of children in the world, including
overcoming crimes and violence against children, overcoming
various child crises in the economic, political, social, educational
and other sectors.

Abstrak

ksha.ac.id

Artikel ini ditulis berdasarkan pemikiran penulis untuk
mengetahui bagaimana eksistensi UNICEF dalam mengemban
tugasnya dalam hal menyadari UNICEF sebagai organisasi yang
mengurus permasalahan di bidang memberikan perlindungan
kepada anak anak di dunia. Dalam mewujudkan kesejahteraan
anak di dunia, UNICEF ikut serta dalam Menyusun Konvensi Hak
Anak yang dilakukan oleh PBB dalam rangka mengakui adanya
hak hak yang dimiliki oleh setiap anak anak. Pada artikel ini
metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifyang
bersifat kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu studi
dokumen. Melalui metode penelitian menghasilkan penelitian
yang menjelaskan tentang Eksistensi UNICEF secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah UNICEF sudah sangat berperan
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dalam menanggulangi permasalahan anak anak di dunia
diantaranya mengatasi tindak kejahatan dan kekerasan
terhadap anak, mengatasi berbagai krisis anak di sektor
ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan lain lain.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak di Indonesia maupun di
dunia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal itu bukan tanpa alasan,
tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak sangat rentan terjadi karena seorang
anak dianggap sosok yang lemah oleh pelaku tindak kejahatan dan juga dianggap
sebagai kaum yang masih sangat mudah dipengaruhi. Oleh karena itu, tindak
kejahatan dan kekerasan terhadap anak anak menjadi hal yang sangat sering terjadi
dan juga sangat disayangkan. Mengapa seseorang tega melakukan tindakan yang
tidak seharusnya kepada seseorang apalagi kepada anak anak yang bisa dibilang
masih sangat lugu dan tidak banyak tahu tentang suatu hal apalagi tentang berbagai
motif atau bentuk dari sebuah kejahatan dan tindak kekerasan yang akan dilakukan
oleh seseorang terhadapnya. Bentuk bentuk kekerasan kekerasan yang kerap atau
sering terjadi terhadap anak diantaranya, kekerasan secara fisik, kekerasan secara
psikis atau mental, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi anak.
Eksploitasi anak adalah pengabaian atau penyelewangan terhadap hak hak dari
setiap anak. Eskploitasi terhadap anak ini sangat banyak terjadi di dunia banyak
orang yang memanfaatkan setiap anak untuk kepentingannya tanpa mengindahkan
hak hak anak dan mengambil kebebasan anak tersebut untuk memenuhi setiap
keinginannya. Walaupun atas alasan apapun yang ingin membenarkannya,
memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu dengan mengabaikan haknya tetap
saja merupakan perbuatan yang salah dan tidak etis untuk dilakukan. Kejahatan
ataupun tindak kekerasan yang sering terjadi di berbagai belahan dunia adalah
perdagangan anak. Perdagangan anak adalah salah satu bentuk perekrutan
perpindahan serta pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi, dengan cara
penipuan, kekerasaan dan pemaksaan, anak-anak dipaksa menjadi pekerja seks,
perbudakan serta penjualan organ tubuh. Bisnis perdagangan anak dianggap bisnis
yang sangat menguntungkan.!

Tindak kejahatan dan kekerasan yang terjadi kepada anak atau korbannya
adalah anak anak merupakan suatu hal yang sangat sangat diperhatikan di seluruh
dunia karena bagi setiap orang, anak dapat dikategorikan sebagai manusia yang
tidak mempunyai salah apapun dan masih sangat memerlukan hal hal yang dapat
membangunnya. Jika anak dari kecil sudah mendapat perlakuan yang tidak
semestinya tidak menutup suatu kemungkinan menyebabkan kualitas sumber
daya dari manusia di dunia terutama dari anak anak akan mengalami kemunduran
karena banyak anak yang kehilangan haknya terutama kebebasan untuk memilih

! Nora Oktadewi, Khairiyah, 2018, Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia,
Volume 2, Islamic World and Politics, hal 346
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hidupnya karena sedari kecil sudah mendapat trauma yang mempengaruhi hidup
nantinya. Untuk mengatasi setiap permasalahan tentang anak, diperlukan atau
perlunya dibentuk sekelompok orang atau organisasi yang dapat dijadikan tempat
untuk membuat pembahasan dan menindak lanjuti setiap tindak kejahatan dan
kekerasan dalam skala internasional atau dunia. Organisasi Internasional yang
mengurus urusan anak dan perlindungannya dari kejahatan dan kekerasan dalam
skala internasional adalah UNICEF. UNICEF tidak hanya mengurusi persoalan anak
namun juga bentuk organisasi yang mengurus peningkatan persoalan wanita.
UNICEF pada dasarnya merupakan singkatan dari United Nations Children's
Emergency Fund. UNICEF mendefinisikan sistem perlindungan anak sebagai suatu
komponen hukum, kebijakan, peraturan dan jasa yang dibutuhkan di semua sektor
sosial dan kesejahteraan terutama sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan
keadilan dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan resiko terkait
perlindungan.?

United Nations Children’s Emergency Fund atau disingkat UNICEF adalah
sebuah lembaga tingkat nasional atau organisasi internasional yang awal
terbentuknya yaitu pada tahun 1946 yang merupakan bentuk responisasi dari
perang dunia Il yang tujuannya adalah untuk membantu atau mendukung anak anak
di negara yang terkena dampak dari terjadinya perang. Majelis Umum PBB
menyetujui dibentuknya UNICEF karena dinilai akan memberikan dampak yang
baik terhadap krisis yang terjadi terutama terhadap anak anak. Setelah krisis bisa
teratasi melalui organisasi ini, UNICEF terus dipercaya sebagai organisasi
internasional untuk membantu anak anak di berbagai negara dan saat ini sejak
mulai berdiri pada tahun 1946, UNICEF telah menjangkau lebih dari 191 negara di
berbagai penjuru dunia untuk membantu setiap anak yang rentan mendapat tindak
kejahatan dan kekerasan. UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional
yang diberikan mandat oleh komunitas internasional untuk memberi perlindungan
terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak
pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat.? Pada tahun
1980 sampai dengan 1989 , UNICEF ikut serta melakukan pembantuan kepada
Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam melakukan penyusunan suatu produk
perjanjian berbentuk disebut Konvensi Hak-hak Anak. Konvensi Hak Anak
merupakan suatu perjanjian yang sangat sering atau banyak mendapat ratifikasi,
dan UNICEF merupakan sosok yang berperan vital dalam menegakkan atau
mengatur hal tersebut. Dalam aspek hukum internasional, UNICEF dapat dikatakan
sebagai sesosok yang menjadi pionir pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak yang
dibuat PBB bersama dengan UNICEF. UNICEF juga menjadi pelopor dalam hal
perlindungan terhadap anak anak di dunia dari segala tindakan yang dapat
membahayakan anak anak. Dalam hal penyelanggaran di masing masing negara
anggota, UNICEF selalu bekerja sama dengan pemerintah ataupun non-pemerintah
di negara tersebut dalam hal membuat kebijakan.

2 1bid
3 Kumala Tesalonika Bahter, 2020, Peranan UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap
Perlindungan Atas Hak-Hak Anak, Volume I11, Jurnal Lex Et Societatis, hal 70
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METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian
yuridis normatif yang sifatnya lebih ke dalam kualitatif. Penelitian yuridis normatif
merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui cara
meneliti bahan bahan pustaka. Dikatakan bersifat kualitatif adalah karena dalam
penelitian ini menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan
Kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan,
tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok,
masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh,
komprehensif, dan holistic.# Dalam hal pengumpulan atau pengambilan data
dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji bahan documenter yang
tertulis berupa buku, naskah, artikel dan lain lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan UNICEF Sebagai Organisasi Internasional

UNICEF adalah salah satu bentuk Lembaga tingkat internasional atau
organisasi internasional di bidang kesejahteraan anak anak dan juga wanita yang
juga menjadi salah satu bentuk organisasi dari banyaknya organisasi yang berada
pada atau dibawah naungan PBB. UNICEF didirikan oleh PBB pada tanggal 11
Desember 1946 pada saat terjadi krisis krisis sosial dan UNICEF didirikan sebagai
bentuk penyaluran bantuan kepada manusia khusunya kepada anak anak di daerah
daerah negara berkembang yang wilayahnya hancur akibat terjadinya Perang Dunia
II. UNICEF didirakan berdasar atas negara negara yang berstatus sebagai anggota
atau bagian daripada PBB, namun dalam setiap pergerakan yang dibuat oleh
UNICEF dapat dilakukan secara bebas dan tidak terikat pada negara negara anggota
PBB tersebut. Dilihat dari tujuannya, UNICEF memiliki tujuan yang besar yakni
mereformasi standar kualitas hidup anak-anak khususnya di negara- negara
berkembang sesuai dengan isi yang tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1949.
UNICEF juga memiliki otoritas yang bersifat persuasif untuk secara mendasar
mempengaruhi formulasi kebijakan atau keputusan pemerintah suatu negara.>
Dalam menjalankan perannya sebagai sebuah bentuk organisasi internasional,
UNICEF memiliki peran untuk merekomendasikan atau mengikat setiap negara
negara untuk selalu memperhatikan tujuan daripada adanya UNICEF untuk
dijalankan secara selaras melalui kebijakan kebijakan yang dapat dibuat tentang
permasalahan anak di setiap bagian dunia.
UNICEF dalam perannya di skala internasional, UNICEF dalam jajahannya sampai
saat ini sudah berhasil menjadikan hak hak terhadap anak sebagai salah satu isu
politik yang harus diperhatikan dan diperhitungkan oleh dunia. Sebagai suatu
organisasi internasional yang didirikan atau berada dibawah naungan daripada
PBB, UNICEF sangat berhasil membawa dampak yang baik terhadap perkembangan
dunia dalam hal perlindungan anak dan juga wanita. UNICEF juga dipercaya untuk

4 Andra Tersiana, 2018, Metode Penelitian, E-book, Startup, Yogyakarta
5 1bid hal 76
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bersama sama menyusun Konvensi Hak Anak bersama dengan komisi hak asasi
manusia PBB. Eksistensi UNICEF sebagai organisasi internasional yang dipercayai
PBB sangat membawa dampak yang sangat baik, UNICEF bergerak dengan sangat
fleksibel diberbagai penjuru dunia dengan cara melakukan kerja sama dalam hal
penyelenggaraan tentang memberikan suatu perlindungan kepada anak anak di
setiap negara. UNICEF bergerak ke berbagai penjuru dunia yang dicapainya
melalaui negara negara untuk menyadarkan dan memberikan sosialisasi tentang
bagaimana seorang anak harus diperhatikan setiap haknya dan juga menyadarkan
setiap unsur masyarakat tentang tindakan tindakan pelanggaran atau kekerasan
terhadap anak diantaranya, eksploitasi anak, penelantaran, perdagangan anak dan
juga lain lain yang menyangkut kejahatan dan kekerasan terhadap anak.

Eksistensi UNICEF Dalam Memberikan Suatu Perlindungan dan Menjamin
Hak Hak Anak di Dunia

United Nations Children’s Emergency Fund atau UNICEF dari sejak berdiri
sampai saat ini sudah sangat berhasil dalam menjalankan setiap tujuan dan misinya.
Eksistensi UNICEF di kancah internasional dan perannya diberbagai negara mampu
memperkenalkan bahwasannya anak anak mempunyai kapasitas atau tempat yang
penting dalam hal memajukan bangsa dan negara. Untuk itulah perlindungan
terhadap anak sangat penting dilakukan dan UNICEF sebagai organisasi yang
menjadi pionir atau garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap
anak anak. Dalam hal penanganan masalah tentang anak dunia yang berada di
setiap negara, UNICEF banyak mengambil peran didalam menanggulangi hal
tersebut. UNICEF bersama sama dengan negara negara yang bersangkutan berjalan
secara beriringan dalam menentukan suatu kebijak yang relevan untuk mengatasi
setiap permasalahan yang ada. Beberapa peran atau eksistensi UNICEF dalam
pelaksanaan atau penyelanggaraan bentuk perlinndungan anak diantaranya:

a. Mengatasi Permasalahan dan Membuat Suatu Gerakan Perlindungan
Kepada Anak yang Dipercaya Memiliki Kekuatan Sihir di Nigeria
Pada awalnya, di wilayah Nigeria ilmu sihir dianggap tabu atau sangat sulit
dipercaya oleh masyarakat disana. Namun pada suatu ketika beberapa orang
merasakan tentang sihir itu yang menditraksi orang untuk ikut percaya akan hal itu.
Mereka percaya bahwa terdapat hal hal yang diluar alam semesta yang dianggapnya
sesuatu hal yang dapat mempangaruhi kelangsungan hidupnya. Semua hal yang
dianggap tidak terlihat terus menerus menjadi suatu momok yang dipercaya akan
mendatangkan bahaya bagi setiap manusia bahkan mereka percaya hal hal itu dapat
menciptakan atau menimbulkan suatu malapetataka, penyakit dan yang paling
ditakuti adalah dapat menyebabkan suatu kematian terhadap seseorang. Anak anak
yang dianggap melakukan tindak sihir dikategorikan dalam tiga bentuk kategori.
Kategori pertama yaitu anak yang tidak memiliki ibu atau ayah atau mungkin salah
satunya, anak yang atraktif, keras kepala dapat dikategorikan sebagai anak yang
membawa sihir. Kategori kedua adalah anak yang pada saat kelahirannya dianggap
berbeda dan tidak lahir seperti anak pada umumnya. Kelahiran yang premature
dianggap sebagai symbol dari roh kejahatan dan didekatkan dengan ilmu sihir.
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Kategori yang ketiga adalah, anak anak yang dianggap terbunuh oleh kekuatan sihir
yang dipercaya atau diduga terdapat pada setiap bagian tubuh mereka. Anak anak
yang termasuk kedalam kategori tersebut atau yang dikatakan melakukan sihir
secara tega ditinggalkan oleh keluarga mereka serta anak anak tersebut dipaksa
untuk meninggalkan rumah daripada mendapat kekerasan dalam rumahnya
sendiri. Hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat ironis karena itu sama saja
jatuhnya sebagai penelantaran anak. Anak anak yang dianggap melakukan atau
memiliki sihir disiksa, dijauhi masyarakat, dan sering mendapat kekerasan dalam
hidupnya.

Melihat masalah seperti itu, UNICEF dalam hal pengambilan suatu Langkah
membuat atau mengajukan suatu bentuk rancangan Undang-undang tentang
penyelanggaraan Hak Hak Anak yang kemudian diterima lalu disahkan dan diakui
keberadaanya menjadi sebuah Undang-undang Hak Anak tahun 2003 oleh Majelis
Nasional dan Presiden Federal Nigeria pada Juli 2003. Dalam pasal 2 didalam
konvensi tersebut menjelaskan tentang suatu negara harus dapat memberikan
suatu Langkah dan menjamin setiap hak hak anak yang layak mereka dapat sebagai
insan Tuhan apalagi dengan kondisi umur yang terbilang masih sangat lugu dan
lemah. UNICEF melakukan suatu bentuk kerja sama dengan bank swasta yang ikut
peduli tentang keadaan anak di Nigeria untuk membangun suatu tempat yang dapat
memfasilitasi setiap anak anak tersebut berrekreasi, konsultasi dan bahkan
mendapatkan studi yang layak. UNICEF telah membantu berbagai organisasi non-
pemerintah, serta terlibat dalam pembangunan CRARN tersebut, untuk
memberikan rehabilitasi, perawatan dan perlindungan yang efektif bagi anak-anak
yang ditolak yang dituduh melakukan sihir.6 Child Rights And Rehabilitations
Network disingkat CRARN merupakan Pusat Jaringan Hak Asasi Manusia dan
Rehabilitasi yang dibangun di Nigeria oleh UNICEF bekerja sama dengan bank
Zenith.

b. Mengatasi Permasalahan Pengambilan Hak Hak Anak Korban Perang di
Yaman
Yaman dapat dikategorikan sebagai negara yang tergolong miskin dari
daerah Timur Tengah yang memiliki suatu permasalahan krisis kemanusiaan yang
sangat parah pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Hal itu terjadi karena perang
saudara yang melibatkan Pemerintah Yaman dengan sekelompok orang yang ingin
melakukan kudeta. Pada tahun 2011 sampai 2012 terjadi konflik rezim Saleh yang
dianggap tidak mampu mereformasi politik dan ekonomi digantikan oleh Abdullah
Mansour Hadi. Namun kenyatanya hal itu tidak merubah apapun bahkan hanya
memperkeruh suasana. Munculah sekelompok orang yang ingin melakukan kudeta
dari rezim pemerintahan tersebut. Kelompok tersebut merupakan kelompok

® Putu Saskia Reiskana dan | Gde Putra Ariana, 2019, PERANAN UNITED NATIONS
INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIANGGAP PENYIHIR, Jurnal Hukum
Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Udayana hal 13-14
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minoritas penganut Syiah Ziadi yang selanjutnya disebut Kelompok Houthi yang
didirkan oleh Badruddin Hussein Al- Houthi yang memiliki tujuan untuk menguasai
ibu kota Sanaa pada tahun 2014. Kelompok Houthi didukung oleh Iran sedangkan
Pemerintah Yaman yang pada saat itu dipegang oleh Presiden Abdullah Mansour
Hadi didukung oleh Arab Saudi. Abdullah Mansour Hadi melakukan kampanye
militer sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok yang ingin mengkudetanya
bermula dari Maret 2015.

Konflik yang terus menerus berkelanjutan itu membuat krisis diberbagai
bidang kehidupan masyarakat pada saat itu tidak terkecuali krisis kemanusiaan.
Perang yang terjadi di Yaman ini juga berdampak kepada anak anak bahkan bisa
dikatakan menjadi masalah yang serius terhadap kelangsungan hidup anak anak.
Alasannya karena, kedua belah kubu yang berperang melakukan perekrutan anak
untuk dijadikan tentara dalam berperang. Kasus perekrutan anak yang
dipergunakan sebagai tentara untuk berperang terjadi dari Maret 2015 sejak kubu
dari Abudullah Mansour Hadi melakukan kampanye militer yang dicatat oleh PBB
mencapai 1.702 kasus. Pada saat itu juga World Health Organization (WHO)
mencatat sebanyak 10.000 kasus wabah kekurangan air bersih atau minimnya air
bersih biasa dinamakan wabah kolera yang terjadi pada saat perang berlangsung.
Bukan hanya itu saja, peristiwa kelaparan, kurangnya pelayanan kesehatan, krisis
sumber daya untuk mendukung kehidupan sehari hari masyarakat pada saat itu
banyak mengalami kehancuran akibat perang tersebut. Save the Children mencatat
sebanyak kurang lebih 5,2 Juta anak menahan kelaparan akibat dari konflik yang
berkepanjangan di Yaman.

Kontribusi UNICEF dalam permasalahan ini adalah UNICEF sudah
mengambil tindakan terkait tentang perekrutan tentara yang melibatkan anak anak
di Darfur, Sudan yang bekerja sama dengan pemerintahan disana. UNICEF juga
menganalisa setiap problematika yang terjadi akibat perang tersebut dan
menentukan program Pendidikan yang cocok untuk setiap anak disana untuk
mendukung meredanya setiap konflik dan dapat membangun perdamaian melalui
pengetahuan yang nantinya didapat. UNICEF berdasar atas kesehajteraan dari anak
anak di seluruh dunia yang berlandaskan Konvensi Hak Hak Anak. UNICEF sebagai
penyelanggara dan mengurus masalah tentang keberlangsungan hidup anak
memiliki peran yang sangat vital dalam penanganan konflik tentang anak di Yaman.
Dalam menjalankan peran tersebut, UNICEF bergerak di berbagai sektor seperti
sektor nutrisi, kesehatan, air bersih dan sanitasi, perlindungan dari kekerasan dan
pendidikan.” Dari tahun 2011 sampai dengan 2018 UNICEF membuat program
program dan kebijaakan yang dapat membantu penanganan masalah terhadap anak
yang disebabkan oleh perang di Yaman dalam berbagai sector yang disebutkan
diatas.

" Ibid hal 41
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c. Menangani dan Menyadarkan Negara Negara di Dunia Mengenai

Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan tindakan pengabaian terhadap hak hak anak
yang biasanya hal itu terjadi karena setiap orang yang melakukan eskploitas
terhadap anak memiliki tujuannya tersendiri yang dapat dipenuhi oleh orang lain.
Hal itulah yang biasa disebut sebagai eksploitasi anak. Eksploitasi pada anak dapat
dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu, eksploitasi yang berkenaan terhadap fisik
seseorang, eksploitasi yang bersangkutan dengan kehidupan sosial dan eksploitasi
terakait dengan seksualitas. Eksploitasi anak sangat rentan terjadi karena
kurangnya kesadaran bahwa anak tersebut mendapat eskploitasi karena banyak
sekali motif yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan hal tersebut, seperti yang
sering terjadi adalah memberikan suatu imbalan walaupun sudah jelas jelas hak
anak tersebut sudah dirampas. Bahkan tindakan eksploitasi banyak terjadi tanpa
sepengetahuan korban bahwa dirinya sedang mendapatkan tindakan eskploitasi.
Hal itu rentan terjadi terhadap anak anak di dunia karena anak notabanenya masih
sangat polos dan lugu untuk mengetahui sesuatu.

Di berbagai belahan dunia kasus eksploitasi anak sangat banyak terjadi.
Dalam hal ini peran UNICEF adalah memberikan sosialisai dan kampanye yang
melibatkan anak secara langsung. Hal ini sudah dilakukan UNICEF dibeberapa
negara seperti contoh di Indonesia. UNICEF dalam mengatasi kasus eksploitasi pada
anak di Indonesia yaitu dengan melakukan Kesepakatan Rencana Aksi Program
Negara, membantu Indonesia mengadopsi Konvensi Hak Anak, melakukan
sosialisasi dan kampanye, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam
menyelesaikan setiap masalah anak di daerah yang bersangkutan dan bekerjasama
dengan perusahaan serta NGO seperti ECPAT dan Perusahaan Bluebird.® Kerja sama
- kerja sama tersebut dilakukan oleh UNICEF sebagai upaya mempromosikan atau
mengedukasi melalui badan badan yang memiliki nama besar untuk cepat
mendapat tempat dan informasi tentang Eksploitasi Anak dapat menyebar secara
luas dan efektif.

d. Ikut Serta Menyusun Konvensi Hak Anak Bersama PBB

UNICEF sejak berdiri pada tahun 1946 terus menunjukan eksistensinya
sebagai Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak diseluruh dunia.
UNICEF dalam kehadirannya di sistem pergerakan dunia ikut serta dalam
penyusunan Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia
PBB. Konvensi Hak Anak merupakan konvensi internasional untuk negara negara
yang terikat yang didalamnya berisikan hak hak anak baik di berbagai bidang yang
berkaitan dengan keberlangsungan hidup anak. Konvensi Hak Anak didalam situs
resmi UNICEF dapat dilihat memiliki 54 pasal. Dalam pasal 1 sampai dengan 41
mengatur tentang hak hak anak, pasal 42 sampai dengan 45 membahas masalah
pemantauan atau masalah mengenai pengamatan daripada hak hak tersebut dan

8 Khairunnisa dan Dwi Ardiyanti, 2021, Peran UNICEF dalam Mengatasi Peningkatan Eksploitasi
Terhadap Anak di Indonesia (2014-2019), Jurnal FISK Volume 2, Universitas Potensi Utama
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pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak dan sisanya pasal 46 sampai dengan pasal 54
berisikan tentang pengaturan masalah penerapan atau memberlakukan konvensi
untuk berjalannya suatu hal yang sudah dijadikan suatu tujuan.

PENUTUP
Kesimpulan

UNICEF menjadi organisasi berskala internasional yang mengangani
berbagai persoalan di bidang kesejahteraan anak anak dan juga wanita yang juga
merupakan organisasi internasional berada dibawah naungan PBB. Pada tahun
1946 PBB membentuk UNICEF sebagai salah satu respon terhadap krisis yang
terjadi pada saat itu akibat Perang Dunia II. UNICEF dibentuk pada saat itu untuk
mengatasi permasalahan anak anak dinegara berkembang yang hancur akibat dari
adanya perang. UNICEF dari sejak berdiri sampai sekarang selalu menunjukan
eksistensinya sebagai organisasi yang menangani masalah pada anak anak di dunia.
UNICEF juga ikut serta dalam penyusunan Konvensi Hak Hak Anak yang dilakukan
PBB sebagai bentuk konvensi yang berisikan tentang kelayakan setiap anak atau
pemberian hak hak anak secara mutlak. UNICEF juga bertujuan untuk mengatasi
tindak kejahatan dan juga kekerasan terhadap anak anak di dunia.

Peran UNICEF di kancah internasional sudah tidak bisa diragukan lagi.
UNICEF hamper selalu hadir di setiap negara negara anggota untuk menangani
setiap masalah yang ada. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak
anak di dunia, UNICEF sudah banyak sekali ikut serta dalam mengatasi
permasalahan permasalahan anak di dunia diantaranya adalah UNICEF membantu
mengatasi konflik internal yang terjadi di Nigeria dengan memberikan suatu
perlindungan kepada anak di Nigeria yang dipercaya memiliki kekuatan sihir yang
dapat mengganggu kehidupan masyarakat, Memberikan perlindungan dan juga
menyelamatkan anak anak dari krisis kemanusiaan yang terjadi akibat perang di
Yaman, Menyadarkan setiap lapisan masyarakat di dunia tentang eksploitasi anak
yang merampas hak hak anak. Terkait dengan peran dan eksistensi UNICEF, banyak
sekali Langkah langkah yang sudah dilakukan oleh UNICEF dalam hal memberikan
perlindungan dan menyelamatkan anak dari berbagai krisis di berbagai sector, baik
di sector ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan lain lain yang menyangkut
keberlangsungan hidup anak anak.

Saran

Sebagai salah satu organisasi internasional, UNICEF harus selalu bisa
menunjukan  eksistensi dan konsistensinya dalam melakukan atau
menyelenggarakan perlindungan dan pemberian hak hak yang harus diterima anak
di dunia. UNICEF setidaknya memiliki program rutin yang harus dijalankan di
masing masing negara yang juga harus berdasarkan kerelevanannya. Maksudnya
adalah dalam membuat kebijakan ataupun program harus dapat diterima dengan
baik di masing masing negara dalam rangka mendukung UNICEF dan negara dalam
mencapat tujuannya terkait dengan anak anak.
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